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e-ISSN: 2985-7996 Abstrak: Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu
""""""""""""""""""""" indikator  keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel. Sebagai upaya reformasi birokrasi, pemerintah
menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat integrasi
berbagai jenis layanan dalam satu lokasi guna meningkatkan
kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Namun, pelaksanaan
pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Amukti Praja Situbondo
masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi,
responsivitas pegawai yang belum optimal, keterbatasan sarana dan
prasarana, serta adanya beberapa loket layanan yang tidak selalu
beroperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas
pelayanan publik pada MPP Amukti Praja Situbondo. Metode penelitian
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan
SERVQUAL yang meliputi dimensi tangible, reliability, responsiveness,
assurance, dan empathy. Data diperoleh melalui observasi, wawancara,
dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di MPP
Amukti Praja Situbondo belum sepenuhnya optimal. Dimensi tangible
masih menunjukkan kekurangan pada aspek sarana dan prasarana
pelayanan, sedangkan dimensi responsiveness belum berjalan maksimal
karena pegawai belum sepenuhnya sigap dalam merespons kebutuhan
masyarakat. Sementara itu, dimensi reliability, assurance, dan empathy
telah terlaksana dengan cukup baik, terutama dalam aspek ketepatan
pelayanan, kepastian prosedur, keramahan, dan kepedulian terhadap
pengguna layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan
kualitas pelayanan publik di MPP Amukti Praja Situbondo perlu
dilakukan melalui optimalisasi sarana dan prasarana, peningkatan
kompetensi dan responsivitas pegawai, penguatan koordinasi
antarinstansi, serta perluasan sosialisasi kepada masyarakat guna
mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan
terintegrasi.
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PENDAHULUAN

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat di tingkat pemerintah maupun daerah. Fokus utama dari sebuah
negara adalah penyediaan pelayanan yang berkualitas, yang sering disebut sebagai
pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan. Pada era demokratisasi dan globalisasi, masyarakat
menuntut pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Pemerintah
sebagai penyedia layanan publik harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan
harapan masyarakat yang terus berkembang. Reformasi birokrasi di Indonesia saat ini
menjadi agenda strategis untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Hal ini
ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
yang menekankan prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi,
keamanan, dan keterjangkauan dalam pelayanan kepada masyarakat (Dwiyanto & Press,
2021; Prasojo & Kurniawan, 2021; Purwanto et al., 2022). Sebagai kelanjutan dari upaya
perbaikan tata kelola pelayanan publik, pemerintah pusat mengembangkan model
integrasi layanan yang lebih komprehensif melalui pembentukan Mal Pelayanan Publik
(MPP). Kehadiran MPP bertujuan menyatukan berbagai jenis layanan dalam satu lokasi
agar proses administrasi publik menjadi lebih ringkas, mudah diakses, serta
memberikan pengalaman pelayanan yang lebih efisien bagi masyarakat (Hidayat &
Nugroho, 2022; Setyowati et al., 2023).

Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, Mal Pelayanan Publik bernama MPP
Amukti Praja Situbondo juga dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Berdasarkan berita dari ANTARA, sejak tanggal 12 Agustus 2024 Situbondo memulai uji
coba pelayanan terpadu di MPP dengan lokasi sementara menggunakan bekas Kantor
Dinas Ketahanan Pangan di Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan. Selama masa uji
coba tersebut, tercatat sebanyak 10.310 warga Situbondo telah memanfaatkan MPP
untuk mengurus berbagai dokumen administrasi. Data ini menunjukkan bahwa pada
tahap awal, kehadiran MPP mendapat respons yang cukup positif dari masyarakat.
Dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa MPP Amukti Praja menyediakan 111 jenis
layanan publik yang melibatkan organisasi perangkat daerah seperti Dispendukcapil,
Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPP, serta instansi vertikal dan mitra swasta seperti bank
dan pengadilan agama (Novi Husdinariyanto, 2024). Kehadiran MPP Amukti Praja
diharapkan menjadi wajah baru pelayanan publik di Situbondo yang tidak hanya
mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, tetapi juga mendukung
pembangunan daerah melalui penyelenggaraan pelayanan yang lebih efisien. MPP ini
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang
cepat serta mudah (Rahmawati et al., 2023; Wibowo & Yuliani, 2022).

Namun, berdasarkan observasi dan pengamatan langsung, MPP Amukti Praja
belum sepenuhnya optimal dalam penyelenggaraannya dan masih ditemukan beberapa
masalah. Masih banyak masyarakat Situbondo yang lebih memilih datang ke dinas
masing-masing daripada memanfaatkan layanan yang ada di MPP. Selain itu, minimnya
sosialisasi yang dilakukan juga menjadi kendala utama karena sebagian masyarakat
belum mengetahui bahwa MPP telah beroperasi. Permasalahan lain yang ditemukan
adalah kualitas pelayanan pegawai yang dinilai belum optimal, adanya keluhan terkait
pegawai yang kurang sigap dalam melayani, serta masih kurang memadainya beberapa
sarana dan prasarana penunjang pelayanan (Iwan Feriyanto, 2024a; Iwan Feriyanto,
2024b). Selain itu, masalah loket kosong juga menjadi salah satu catatan penting karena
masih terdapat beberapa loket tertentu yang sering tidak memiliki petugas sehingga
mengurangi efektivitas pelayanan terintegrasi yang menjadi tujuan utama pembentukan
MPP (Kurniasih & Setiawan, 2023; Yusuf et al.,, 2022).
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Permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui teori SERVQUAL yang
mengungkapkan bahwa kualitas layanan dapat dievaluasi melalui lima dimensi, yaitu
tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy (Apriyani et al, 2022).
Melihat situasi di MPP Amukti Praja Situbondo, tampak bahwa dimensi tangible (sarana
prasarana) dan responsiveness (kesigapan pegawai) masih kurang memadai. Selain itu,
perspektif Good Governance juga relevan digunakan karena menekankan prinsip
transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, partisipasi, dan keadilan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Putra & Ramdhani, 2023; Sari et al,, 2024).
Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis kualitas pelayanan pada MPP Amukti Praja
Situbondo menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan. Secara akademis, penelitian
ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai pelayanan publik
dengan menggabungkan perspektif SERVQUAL dan Good Governance. Secara praktis,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten
Situbondo dalam memperbaiki kualitas pelayanan, meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan MPP, serta memperkuat Kkepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah daerah (Samuel Indrayana, 2024; Nugraha et al., 2022).

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami dan
menggambarkan secara mendalam fenomena kualitas pelayanan publik di Mal
Pelayanan Publik (MPP) Amukti Praja Situbondo. Pendekatan kualitatif dipilih karena
mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi sosial yang
diteliti melalui pengungkapan makna, pengalaman, dan realitas yang terjadi di lapangan.
Berdasarkan pandangan Creswell dalam (Syahran, 2020), penelitian kualitatif
berlandaskan paradigma post-positivisme yang memandang realitas sosial sebagai
sesuatu yang kompleks dan dibangun melalui interaksi serta pengalaman. Oleh karena
itu, penelitian ini berfokus pada pengumpulan data melalui observasi langsung,
wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk menggambarkan secara akurat kualitas
pelayanan publik yang diberikan oleh MPP Amukti Praja Situbondo. Lokasi penelitian
berada di MPP Amukti Praja Situbondo, Kabupaten Situbondo, yang dipilih karena masih
ditemukannya berbagai permasalahan pelayanan seperti kurang optimalnya sarana dan
prasarana, rendahnya responsivitas pegawai, serta masih adanya keluhan masyarakat
terhadap proses pelayanan.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis kualitas pelayanan publik di MPP
Amukti Praja Situbondo menggunakan teori SERVQUAL dari Parasuraman yang meliputi
lima dimensi, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy.
Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara
dengan Kepala MPP, koordinator tenant instansi, petugas front office, dan masyarakat
pengguna layanan, serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-
undangan, dokumen resmi, berita, dan dokumentasi lapangan. Dalam penelitian ini,
peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang didukung oleh pedoman wawancara,
catatan penelitian, dan perangkat penunjang. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan
model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh
gambaran yang menyeluruh mengenai kualitas pelayanan publik di MPP Amukti Praja
Situbondo serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan
pelayanan kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
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Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Organisasi

Mal Pelayanan Publik (MPP) Amukti Praja Situbondo merupakan pusat
pelayanan publik terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai
implementasi reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik. Kehadiran MPP bertujuan mengintegrasikan berbagai layanan administrasi yang
sebelumnya tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal ke
dalam satu lokasi pelayanan sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan secara
lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien. Dalam penyelenggaraannya, MPP Amukti Praja
berpedoman pada prinsip keterpaduan, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas,
kenyamanan, serta bebas dari pungutan liar. MPP ini mengusung visi “Situbondo Naik
Kelas (Kebersamaan, Adil dan Sejahtera)” dengan motto “PAKEM (Pelayanan AKtif,
Kreatif, Efektif, Efisien, Memuaskan)” sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan
pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat (Prasojo & Kurniawan,
2021; Purwanto et al, 2022; Hidayat & Nugroho, 2023). Penyelenggaraan pelayanan
dilakukan melalui pelayanan langsung, pelayanan elektronik, pelayanan mandiri, dan
pelayanan bergerak guna memperluas akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan
administrasi publik (Setyowati et al., 2023).

Secara organisasi, MPP Amukti Praja Situbondo berada di bawah koordinasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang bertugas
mengoordinasikan seluruh layanan dan fasilitas pelayanan. Struktur organisasi terdiri
atas Kepala Dinas, Sekretaris, Koordinator Antarinstansi, Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, kelompok jabatan fungsional, serta berbagai OPD dan instansi terkait
yang berperan sebagai pelaksana layanan. Saat ini MPP Amukti Praja menaungi 24
instansi yang terdiri atas 14 OPD Pemerintah Kabupaten Situbondo dan 10 instansi
vertikal, antara lain Dispendukcapil, Dinas Kesehatan, Disnaker, ATR/BPN, Polres, BPJS,
Pengadilan Agama, Bank Jatim, dan Kementerian Agama. Seluruh pelayanan tersebut
diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan MPP, serta berbagai regulasi pendukung lainnya sebagai landasan
dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berstandar
bagi masyarakat Kabupaten Situbondo (Rahmawati et al, 2022; Wibowo & Yuliani,
2023; Nugraha et al., 2024).

2. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Amukti Praja
Situbondo didukung oleh adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi
pedoman dalam pelaksanaan pelayanan. Berdasarkan SOP tersebut, alur pelayanan
dimulai dari kedatangan pemohon, pengambilan nomor antrean, pemeriksaan
kelengkapan berkas, hingga proses penyelesaian dan penyerahan produk layanan oleh
instansi terkait. Keberadaan SOP menunjukkan bahwa pelayanan telah disusun secara
sistematis dan terstruktur guna menjamin ketertiban, kepastian prosedur, serta
keseragaman pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, MPP Amukti Praja juga
menerapkan standar pelayanan yang mencakup 14 komponen penting, antara lain dasar
hukum, persyaratan layanan, mekanisme pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya,
produk layanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal,
penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, dan
evaluasi kinerja pelaksana. Penerapan standar tersebut merupakan bentuk komitmen
penyelenggara dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, efektif, akuntabel,
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dan berorientasi pada kepuasan masyarakat (Prasojo & Kurniawan, 2021; Purwanto et
al,, 2022; Nugraha et al., 2024).

Selain penyelenggaraan pelayanan, MPP Amukti Praja Situbondo juga
menyediakan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat secara terpadu melalui
gerai layanan pengaduan yang bertugas menerima, memverifikasi, menindaklanjuti,
serta memantau penyelesaian pengaduan pengguna layanan. Penanganan pengaduan
dilakukan secara cepat, tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan guna
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
Dalam mekanisme pelayanan, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut
usia, ibu hamil, ibu dengan anak, dan kelompok prioritas lainnya memperoleh layanan
khusus sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penjaminan kualitas pelayanan
dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang
diberikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan. Upaya ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik modern yang
menekankan pentingnya kualitas layanan, responsivitas, inklusivitas, serta perbaikan
berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Rahmawati et al, 2022;
Setyowati et al., 2023; Wibowo & Yuliani, 2023).

3. Hasil Kualitas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Amukti Praja
a. Tangibles (Bukti Fisik)

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi tangibles (bukti fisik) pada Mal Pelayanan
Publik (MPP) Amukti Praja Situbondo menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan secara
umum telah tersedia dan cukup mendukung proses pelayanan publik. Berbagai sarana
dan prasarana seperti ruang tunggu, loket pelayanan yang dilengkapi komputer dan
printer, sistem antrean elektronik, mushola, toilet, ruang bermain anak, serta
penyediaan air minum telah disediakan untuk menunjang kenyamanan masyarakat
selama menerima layanan. Hasil wawancara dengan Kepala MPP dan Koordinator
Antarinstansi menunjukkan bahwa fasilitas dasar pelayanan telah tersedia dengan baik,
namun masih terdapat beberapa keterbatasan, terutama pada jumlah kursi tunggu,
kapasitas kamar mandi, dan area parkir yang belum memiliki atap pelindung. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa aspek bukti fisik telah terpenuhi, tetapi belum
sepenuhnya optimal dalam mengakomodasi tingginya jumlah pengunjung pada waktu-
waktu tertentu. Temuan ini sejalan dengan pendapat Parasuraman yang menyatakan
bahwa kualitas pelayanan dipengaruhi oleh kondisi fasilitas fisik, kelengkapan
peralatan, serta kenyamanan lingkungan pelayanan yang dirasakan langsung oleh
pengguna layanan (Apriyani et al., 2022; Nugraha et al., 2024).

Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna layanan menunjukkan bahwa
sebagian besar informan merasa nyaman dengan fasilitas yang tersedia, terutama ruang
tunggu ber-AC, mushola, area bermain anak, serta kebersihan lingkungan pelayanan.
Namun demikian, beberapa masyarakat masih mengeluhkan keterbatasan tempat
duduk saat antrean ramai dan lamanya waktu tunggu pada layanan tertentu. Selain itu,
ditemukan pula permasalahan terkait ketersediaan loket pelayanan yang belum selalu
terisi oleh petugas setiap hari. Beberapa informan mengaku harus menunggu cukup
lama bahkan kembali pada hari yang berbeda karena loket yang dituju sedang kosong
atau petugas belum berada di tempat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun
sarana fisik telah tersedia, pemanfaatan fasilitas pelayanan belum sepenuhnya optimal
akibat keterbatasan sumber daya manusia dari beberapa instansi yang tergabung dalam
MPP. Oleh karena itu, aspek tangible pada MPP Amukti Praja Situbondo dapat
dikategorikan cukup baik, tetapi masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan
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kenyamanan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat (Rahmawati et al., 2022;
Wibowo & Yuliani, 2023).

Selain fasilitas fisik, penelitian ini juga menyoroti upaya sosialisasi yang
dilakukan oleh MPP Amukti Praja Situbondo sebagai bagian dari dukungan terhadap
kualitas pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara, pihak MPP telah melakukan berbagai
bentuk sosialisasi melalui forum konsultasi publik, media sosial seperti Instagram dan
TikTok, pemasangan reklame dan banner di berbagai titik strategis, penyebaran banner
ke seluruh kecamatan, serta pembagian brosur kepada masyarakat. Namun, hasil
wawancara dengan pengguna layanan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat
justru mengetahui keberadaan MPP melalui komunikasi informal dari keluarga,
tetangga, teman, atau petugas instansi lain. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun
upaya sosialisasi telah dilakukan secara formal, efektivitas penyebaran informasi masih
belum merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kualitas pelayanan
pada dimensi tangible tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas fisik, tetapi
juga oleh kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai layanan yang
tersedia. Oleh karena itu, peningkatan strategi sosialisasi perlu dilakukan agar
keberadaan dan fungsi MPP dapat diketahui secara lebih luas oleh masyarakat
Kabupaten Situbondo (Prasojo & Kurniawan, 2021; Setyowati et al., 2023; Purwanto et
al.,, 2022).

b. Reliability (Keandalan)

Keandalan (reliability) merupakan kemampuan penyelenggara pelayanan dalam
memberikan layanan secara tepat, konsisten, akurat, dan sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala MPP Amukti Praja
Situbondo, diketahui bahwa setiap layanan telah memiliki Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan standar waktu pelayanan yang menjadi acuan bagi seluruh instansi yang
tergabung di MPP. Pengawasan dilakukan melalui monitoring, evaluasi, serta tindak
lanjut terhadap keluhan masyarakat guna memastikan pelayanan tetap berjalan sesuai
ketentuan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala
yang memengaruhi ketepatan waktu pelayanan, seperti tingginya jumlah antrean pada
hari-hari tertentu dan ketidaklengkapan dokumen yang dibawa oleh pemohon. Namun
secara umum, pelayanan dinilai telah berjalan sesuai prosedur dan mampu memberikan
kepastian layanan kepada masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang
menyatakan bahwa keandalan pelayanan publik ditentukan oleh kemampuan organisasi
dalam memberikan layanan yang tepat waktu, akurat, dan konsisten sesuai standar
pelayanan yang berlaku (Prasetyo & Kurniawan, 2022; Sari & Nugroho, 2023).

Berdasarkan perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan, sebagian besar
informan menilai bahwa proses pelayanan di MPP Amukti Praja Situbondo telah
berjalan cukup baik dan relatif cepat apabila seluruh persyaratan administrasi telah
dipenuhi. Petugas dinilai mampu memberikan arahan yang jelas, membantu masyarakat
memahami alur pelayanan, serta meminimalkan terjadinya kesalahan administrasi.
Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kesalahan yang terjadi umumnya bukan
berasal dari petugas, melainkan akibat kurang lengkapnya dokumen yang dibawa oleh
pemohon. Selain itu, koordinasi antarinstansi dilakukan secara rutin melalui rapat
koordinasi, monitoring, briefing internal, dan penyampaian informasi terkait perubahan
regulasi sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat tetap seragam. Sebagian
besar masyarakat mengakui bahwa informasi yang diberikan petugas mudah dipahami,
rinci, dan sesuai dengan prosedur pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
dimensi reliability pada MPP Amukti Praja Situbondo telah terlaksana dengan cukup
baik karena didukung oleh standar pelayanan yang jelas, kompetensi petugas yang
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memadai, serta sistem koordinasi yang mampu menjaga konsistensi pelayanan dan
informasi kepada masyarakat (Rahmawati et al., 2021; Putri & Hidayat, 2024).

Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala yang perlu menjadi
perhatian dalam upaya peningkatan keandalan pelayanan. Salah satu permasalahan
yang masih dirasakan masyarakat adalah belum meratanya ketersediaan petugas pada
beberapa loket layanan tertentu, sehingga pemohon terkadang harus menunggu lebih
lama atau kembali pada hari yang berbeda untuk memperoleh pelayanan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa aspek keandalan pelayanan belum sepenuhnya optimal, terutama
dalam menjamin keberadaan petugas secara konsisten pada seluruh instansi yang
tergabung di MPP. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi,
penataan sumber daya manusia yang lebih merata, serta peningkatan sistem
pengawasan pelayanan agar kualitas pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan
konsisten. Dengan demikian, dimensi reliability di MPP Amukti Praja Situbondo dapat
semakin ditingkatkan sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang profesional,
terpercaya, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat (Wahyuni & Setiawan, 2022;
Fadilah et al., 2024).

c. Responsiveness (Daya Tanggap)

Daya tanggap (responsiveness) merupakan kemampuan penyelenggara layanan
dalam merespons kebutuhan, pertanyaan, dan keluhan masyarakat secara cepat, tepat,
dan solutif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala MPP, koordinator
antarinstansi, petugas front office, serta masyarakat pengguna layanan, diketahui bahwa
MPP Amukti Praja Situbondo telah berupaya menerapkan pelayanan yang responsif
melalui mekanisme penanganan keluhan yang terkoordinasi. Setiap pengaduan yang
masuk, baik secara langsung maupun melalui petugas, segera diteruskan kepada
instansi terkait untuk mendapatkan tindak lanjut. Apabila permasalahan belum dapat
diselesaikan saat itu juga, petugas tetap memberikan penjelasan awal kepada
masyarakat agar tidak merasa diabaikan. Praktik tersebut menunjukkan adanya
komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang cepat dan
komunikatif. Temuan ini sejalan dengan konsep kualitas pelayanan yang menempatkan
daya tanggap sebagai kemampuan organisasi dalam membantu pengguna layanan dan
memberikan pelayanan secara cepat serta tepat (Sari & Nugroho, 2022; Pratama et al,,
2023).

Berdasarkan perspektif masyarakat, sebagian besar informan menilai bahwa
petugas cukup sigap dalam memberikan informasi, mengarahkan masyarakat ke loket
yang tepat, serta membantu ketika terjadi kesalahan administrasi seperti pengambilan
nomor antrean yang tidak sesuai. Petugas front office juga dinilai aktif memberikan
arahan kepada masyarakat yang terlihat kebingungan serta menjelaskan prosedur
pelayanan secara jelas dan mudah dipahami. Namun demikian, respons pelayanan
terkadang mengalami keterlambatan ketika kondisi pelayanan sedang ramai atau ketika
jumlah petugas yang bertugas terbatas. Beberapa masyarakat mengungkapkan bahwa
mereka harus menunggu terlebih dahulu sebelum memperoleh bantuan karena petugas
sedang melayani pemohon lain. Meskipun demikian, masyarakat tetap memperoleh
penjelasan terkait penyebab keterlambatan tersebut sehingga tidak menimbulkan
ketidakpastian dalam pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas daya tanggap
pelayanan sudah cukup baik, meskipun masih dipengaruhi oleh faktor kapasitas sumber
daya manusia dan volume kunjungan masyarakat (Rahman & Hidayat, 2024; Putri &
Kurniawan, 2023).

Selain itu, daya tanggap pegawai juga terlihat dari upaya menjaga komunikasi
dengan masyarakat ketika terjadi kendala pelayanan, seperti loket yang kosong atau
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antrean yang membludak. Dalam kondisi tersebut, petugas front office tetap berperan
sebagai penghubung informasi dengan memberikan penjelasan mengenai penyebab
keterlambatan serta alternatif solusi yang dapat ditempuh oleh masyarakat. Meskipun
beberapa informan mengaku harus menunggu lebih lama atau kembali pada hari
berikutnya karena petugas instansi tertentu tidak berada di tempat, mereka tetap
menilai bahwa petugas telah menunjukkan sikap responsif karena memberikan
informasi secara terbuka dan membantu proses pelayanan semaksimal mungkin.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi responsiveness pada MPP Amukti
Praja Situbondo tergolong baik karena pegawai mampu merespons kebutuhan
masyarakat secara cepat dan komunikatif. Namun, optimalisasi jumlah petugas dan
pemerataan kehadiran petugas pada setiap loket masih diperlukan agar respons
pelayanan dapat diberikan secara lebih cepat dan konsisten kepada seluruh pengguna
layanan (Yuliani et al,, 2022; Wijaya & Saputra, 2024).

d. Assurance (Jaminan)

Dimensi assurance (jaminan) berkaitan dengan kemampuan penyelenggara
pelayanan dalam menumbuhkan rasa percaya, aman, dan keyakinan masyarakat
terhadap proses pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Kepala MPP, koordinator antarinstansi, petugas front office, dan masyarakat pengguna
layanan, diketahui bahwa MPP Amukti Praja Situbondo telah berupaya memberikan
jaminan pelayanan melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP), kepastian
waktu penyelesaian layanan, serta penyampaian informasi yang transparan kepada
masyarakat. Setiap instansi yang tergabung di MPP memiliki standar waktu pelayanan
yang menjadi pedoman dalam penyelesaian layanan. Apabila terjadi keterlambatan
akibat antrean yang padat atau kendala teknis, petugas tetap memberikan penjelasan
kepada masyarakat mengenai penyebab keterlambatan tersebut. Selain itu, petugas
front office juga aktif memberikan informasi mengenai nomor antrean dan perkiraan
waktu tunggu sehingga masyarakat memperoleh kepastian selama proses pelayanan
berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek assurance telah diterapkan melalui
upaya memberikan kepastian layanan dan transparansi informasi yang mampu
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik (Putri & Kurniawan,
2023; Rahman & Hidayat, 2024).

Dari sisi masyarakat, sebagian besar informan menilai bahwa pelayanan yang
diberikan telah sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Beberapa pemohon bahkan
mengungkapkan bahwa layanan dapat diselesaikan lebih cepat dari estimasi yang
disampaikan pada awal proses pelayanan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa
petugas mampu memberikan layanan yang relatif konsisten sesuai standar yang
berlaku. Selain ketepatan waktu, rasa percaya masyarakat juga terbentuk melalui sikap
profesional petugas dalam memberikan informasi dan pendampingan selama proses
pelayanan berlangsung. Kemampuan petugas dalam menjelaskan prosedur serta
memberikan kepastian terkait tahapan pelayanan membuat masyarakat merasa lebih
tenang dan tidak ragu dalam mengurus kebutuhannya. Temuan ini sejalan dengan
pandangan bahwa jaminan pelayanan tidak hanya berkaitan dengan kompetensi
petugas, tetapi juga kemampuan mereka dalam membangun rasa aman dan keyakinan
pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diterima (Sari & Nugroho, 2022;
Wijaya & Saputra, 2024).

Selain kepastian waktu, dimensi assurance juga tercermin melalui transparansi
biaya dan kejelasan prosedur pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh
biaya pelayanan di MPP Amukti Praja Situbondo mengacu pada ketentuan resmi
masing-masing instansi dan tidak terdapat pungutan di luar aturan yang berlaku.
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Informasi mengenai persyaratan, prosedur, serta biaya layanan telah disampaikan sejak
awal pelayanan sehingga masyarakat dapat memahami proses yang harus dijalani dan
biaya yang mungkin dikeluarkan. Sebagian besar informan menyatakan bahwa biaya
yang dibayarkan sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya, bahkan beberapa
layanan administrasi tertentu dapat diperoleh secara gratis sesuai regulasi yang
berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi assurance pada MPP
Amukti Praja Situbondo telah terlaksana dengan baik melalui kepastian waktu
pelayanan, transparansi biaya, kejelasan prosedur, serta profesionalisme petugas dalam
memberikan informasi kepada masyarakat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan rasa
aman, kepercayaan, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima,
meskipun evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan tetap perlu dilakukan secara
berkelanjutan (Yuliani et al., 2022; Pratama et al., 2023).

e. Empathy (Empati)

Empati (empathy) merupakan kemampuan penyelenggara pelayanan dalam
memahami kebutuhan, kondisi, dan perasaan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala MPP, koordinator antarinstansi, petugas
front office, serta masyarakat, diketahui bahwa MPP Amukti Praja Situbondo berupaya
menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pelayanan kepada seluruh
pemohon. Petugas diwajibkan melayani masyarakat tanpa membedakan latar belakang
sosial, hubungan pribadi, maupun status tertentu, dengan tetap berpedoman pada
sistem antrean dan standar operasional prosedur yang berlaku. Bahkan dalam kondisi
terdapat hubungan personal antara petugas dan pemohon, pelayanan tetap diberikan
sesuai urutan antrean tanpa perlakuan khusus. Hasil wawancara dengan masyarakat
juga menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna layanan tidak merasakan adanya
diskriminasi atau perlakuan yang berbeda selama proses pelayanan berlangsung.
Adapun prioritas yang diberikan kepada kelompok rentan, seperti lansia, dipandang
masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan perhatian, bukan sebagai bentuk
ketidakadilan. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan dan keadilan telah
diterapkan dengan cukup baik sebagai bagian dari dimensi empati dalam pelayanan
publik (Rahman & Hidayat, 2024; Sari & Nugroho, 2022).

Selain aspek keadilan, dimensi empati juga tercermin melalui sikap ramah, sopan,
dan sabar yang ditunjukkan petugas selama berinteraksi dengan masyarakat. Kepala
MPP menegaskan bahwa keramahan dan kesabaran merupakan bagian penting dari
pelayanan publik yang harus diterapkan oleh seluruh pegawai. Petugas dituntut mampu
menghadapi berbagai karakter masyarakat dengan tetap menjaga profesionalisme,
termasuk ketika menghadapi keluhan atau pemohon yang kurang memahami prosedur
pelayanan. Peran petugas front office sebagai garda terdepan pelayanan juga menjadi
sangat penting karena mereka merupakan pihak pertama yang berinteraksi langsung
dengan masyarakat. Oleh karena itu, sikap ramah, senyum, serta kemampuan
memberikan penjelasan secara baik dan santun terus ditekankan dalam pelaksanaan
pelayanan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa empati tidak hanya diwujudkan
dalam bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga melalui
kemampuan petugas membangun komunikasi yang positif dan humanis selama proses
pelayanan berlangsung (Putri & Kurniawan, 2023; Yuliani et al., 2022).

Berdasarkan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan, sebagian besar
informan menilai bahwa petugas MPP Amukti Praja Situbondo telah menunjukkan sikap
yang ramah, sopan, dan sabar. Beberapa informan menyatakan bahwa petugas bersedia
memberikan penjelasan secara berulang ketika terdapat informasi yang belum dipahami
serta tetap melayani dengan baik meskipun masyarakat banyak bertanya mengenai
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prosedur pelayanan. Cara penyampaian informasi yang santun dan tidak terkesan kasar
juga menjadi salah satu aspek yang mendapat penilaian positif dari masyarakat.
Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan terkait penyampaian informasi
yang terkadang dilakukan secara terburu-buru, terutama ketika kondisi pelayanan
sedang ramai. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi kesan positif masyarakat
terhadap sikap petugas karena mereka tetap dinilai sopan dan bersedia memberikan
penjelasan kembali apabila diperlukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
dimensi empathy pada MPP Amukti Praja Situbondo telah terlaksana dengan baik
melalui penerapan prinsip keadilan, keramahan, kesopanan, dan kesabaran dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, peningkatan kualitas
komunikasi pada saat kondisi pelayanan padat masih perlu dilakukan agar kualitas
pelayanan yang berorientasi pada masyarakat dapat terjaga secara optimal (Pratama et
al,, 2023; Wijaya & Saputra, 2024).

Pembahasan
Tangibles (Bukti Fisik)

Dimensi tangibles menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di MPP Amukti Praja
Situbondo didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai
untuk menunjang kenyamanan masyarakat selama menerima pelayanan. Berdasarkan
hasil wawancara dengan pihak pengelola, petugas, dan masyarakat, diketahui bahwa
fasilitas seperti ruang tunggu, sistem antrean, ruang laktasi, toilet, area parkir, akses
bagi penyandang disabilitas, serta berbagai loket pelayanan telah tersedia dan
dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagian besar informan menilai kondisi fasilitas dalam
keadaan baik, bersih, dan cukup nyaman digunakan selama proses pelayanan
berlangsung. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti
keterbatasan petugas pada loket tertentu, kebutuhan pemeliharaan fasilitas secara
berkala, serta perlunya peningkatan pada beberapa aspek pendukung agar kenyamanan
masyarakat dapat lebih optimal. Secara keseluruhan, keberadaan fasilitas fisik yang
memadai telah memberikan kesan positif terhadap kualitas pelayanan yang diterima
masyarakat dan menunjukkan bahwa aspek bukti fisik di MPP Amukti Praja Situbondo
telah terlaksana dengan baik sebagai salah satu unsur penting dalam pelayanan publik
yang berkualitas (Parasuraman et al., 1988; Tjiptono, 2019; Hardiansyah, 2018).

Reliability (Keandalan)

Dimensi reliability menunjukkan bahwa pelayanan di MPP Amukti Praja
Situbondo telah dilaksanakan secara cukup andal melalui penerapan standar
operasional prosedur, ketepatan waktu pelayanan, minimnya kesalahan administrasi,
serta konsistensi informasi yang diberikan kepada masyarakat. Hasil wawancara
menunjukkan bahwa setiap instansi yang tergabung dalam MPP telah memiliki standar
waktu penyelesaian layanan yang jelas dan berupaya menyelesaikan pelayanan sesuai
ketentuan yang berlaku. Kendala keterlambatan yang terjadi umumnya disebabkan oleh
faktor eksternal, seperti antrean yang tinggi atau ketidaklengkapan berkas dari
pemohon, bukan karena kesalahan sistem pelayanan. Selain itu, tingkat kesalahan
administrasi relatif rendah karena petugas bekerja berdasarkan SOP dan melakukan
verifikasi data secara teliti. Konsistensi informasi juga dijaga melalui koordinasi rutin
antarinstansi, monitoring, evaluasi berkala, serta pengecekan ulang informasi sebelum
disampaikan kepada masyarakat. Sebagian besar masyarakat menilai informasi yang
diberikan mudah dipahami, sesuai prosedur, dan membantu mereka dalam
menyelesaikan proses pelayanan tanpa harus berulang kali datang ke lokasi pelayanan.
Dengan demikian, dimensi reliability pada MPP Amukti Praja Situbondo dapat
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dikategorikan baik karena mampu memberikan pelayanan yang akurat, konsisten, dan
dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai pengguna layanan (Parasuraman et al., 1988;
Lupiyoadi, 2016; Hardiansyah, 2018).

Responsiveness (Daya Tanggap)

Dimensi responsiveness di MPP Amukti Praja Situbondo menunjukkan bahwa
pegawai telah memiliki kemauan dan kesiapan yang cukup baik dalam merespons
kebutuhan, pertanyaan, maupun keluhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara,
diketahui bahwa setiap keluhan yang masuk akan segera diterima, dikomunikasikan
kepada instansi terkait, dan ditindaklanjuti sesuai dengan permasalahan yang dihadapi
masyarakat. Petugas front office juga berperan aktif dalam memberikan informasi,
mengarahkan masyarakat ke loket yang sesuai, membantu pemohon yang mengalami
kebingungan, serta memberikan penjelasan ketika terjadi kendala pelayanan. Sebagian
besar masyarakat menilai petugas cukup sigap dalam menjawab pertanyaan,
memberikan arahan, serta membantu menyelesaikan masalah yang muncul selama
proses pelayanan. Namun demikian, dalam kondisi tertentu seperti antrean yang padat,
keterbatasan jumlah petugas, atau adanya loket yang tidak terisi, kecepatan respons
terkadang mengalami penurunan sehingga masyarakat harus menunggu lebih lama atau
bahkan kembali di hari berikutnya. Meskipun demikian, petugas tetap berusaha
memberikan informasi dan penjelasan agar masyarakat tidak merasa diabaikan. Oleh
karena itu, dapat disimpulkan bahwa daya tanggap pegawai di MPP Amukti Praja
Situbondo telah berjalan cukup baik, meskipun masih memerlukan peningkatan pada
aspek ketersediaan petugas dan pengelolaan pelayanan saat kondisi ramai agar kualitas
pelayanan dapat lebih optimal (Parasuraman et al, 1988; Tjiptono, 2019; Putri &
Kurniawan, 2023).

Assurance (Jaminan)

Dimensi assurance pada MPP Amukti Praja Situbondo tercermin melalui adanya
kepastian waktu pelayanan, transparansi biaya, kejelasan prosedur, serta kemampuan
petugas dalam memberikan informasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara, setiap instansi yang tergabung dalam MPP telah memiliki
standar waktu pelayanan yang jelas dan berupaya menyelesaikan pelayanan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi keterlambatan akibat antrean atau
kendala teknis, petugas tetap memberikan penjelasan kepada masyarakat sehingga
mereka memperoleh kepastian informasi dan tidak merasa dirugikan. Selain itu, seluruh
biaya pelayanan mengacu pada ketentuan resmi masing-masing instansi, sementara
beberapa layanan bahkan diberikan secara gratis sesuai regulasi yang berlaku.
Informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan biaya pelayanan juga disampaikan sejak
awal agar masyarakat memahami proses yang akan dijalani dan terhindar dari
kesalahpahaman. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa pelayanan yang
diterima sesuai dengan informasi yang diberikan, baik terkait waktu penyelesaian
maupun biaya yang harus dibayarkan. Dengan demikian, aspek assurance di MPP
Amukti Praja Situbondo telah terlaksana dengan baik karena mampu menciptakan rasa
aman, Kkepercayaan, dan keyakinan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang
diberikan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik (Parasuraman et al, 1988;
Zeithaml et al,, 2018; Hardiansyah, 2018).

Empathy (Empati)
Dimensi empathy menunjukkan bahwa MPP Amukti Praja Situbondo telah
berupaya memberikan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat
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melalui penerapan prinsip keadilan, keramahan, kesopanan, dan kesabaran dalam
berinteraksi dengan pemohon. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola,
petugas, dan masyarakat, diketahui bahwa seluruh pegawai diwajibkan memberikan
pelayanan tanpa diskriminasi serta memperlakukan setiap pemohon secara setara
berdasarkan sistem antrean dan standar operasional prosedur yang berlaku.
Masyarakat juga mengakui bahwa mereka tidak merasakan adanya perlakuan yang
berbeda selama proses pelayanan berlangsung, sementara prioritas yang diberikan
kepada kelompok rentan seperti lansia dipandang sebagai bentuk kepedulian, bukan
ketidakadilan. Selain itu, sikap ramah, sopan, dan sabar yang ditunjukkan petugas
menjadi salah satu aspek yang banyak diapresiasi oleh masyarakat. Petugas dinilai
bersedia memberikan penjelasan secara berulang, mendengarkan pertanyaan dengan
baik, serta membantu masyarakat memahami prosedur pelayanan tanpa menunjukkan
sikap yang kasar atau merendahkan. Meskipun pada kondisi tertentu terdapat kesan
bahwa penjelasan diberikan secara terburu-buru ketika pelayanan sedang ramai,
masyarakat tetap menilai bahwa petugas menjaga kesopanan dan profesionalisme
dalam melayani. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dimensi empathy di MPP
Amukti Praja Situbondo telah terlaksana dengan baik karena mampu menciptakan
hubungan pelayanan yang humanis, adil, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,
meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek komunikasi saat kondisi pelayanan
sedang padat (Rahman & Hidayat, 2024; Putri & Kurniawan, 2023; Pratama et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan
publik di MPP Amukti Praja Situbondo secara umum telah berjalan dengan cukup baik,
meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari penerapan lima dimensi
kualitas pelayanan yang menunjukkan hasil positif. Dari aspek tangible, fasilitas
pelayanan yang tersedia dinilai cukup memadai dan mampu mendukung kebutuhan
masyarakat. Pada aspek reliability, pelayanan telah dilaksanakan sesuai standar
operasional prosedur dengan tingkat ketepatan waktu dan kejelasan proses yang cukup
baik. Dari aspek responsiveness, petugas menunjukkan sikap sigap dan responsif dalam
membantu masyarakat, meskipun pada kondisi pelayanan yang ramai masih terdapat
keterbatasan dalam kecepatan respons. Pada aspek assurance, masyarakat memperoleh
rasa aman dan kepercayaan melalui kejelasan informasi mengenai prosedur, biaya, dan
waktu pelayanan serta tidak adanya pungutan di luar ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, pada aspek empathy, petugas dinilai mampu memberikan pelayanan
yang ramah, sopan, sabar, dan adil kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
Dengan demikian, kualitas pelayanan publik di MPP Amukti Praja Situbondo dapat
dikategorikan baik karena telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai
pengguna layanan, namun masih diperlukan beberapa perbaikan terutama terkait
peningkatan kapasitas pelayanan, ketersediaan petugas, dan konsistensi kualitas
pelayanan pada saat kondisi pelayanan sedang padat.
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